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ABSTRAK
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Mahkamah Syari’yah Aceh Nomor
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Pembibing I : Dedy Sumardi, S.H.I, M.Ag
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, M.E.I
Kata Kunci . Pertimbangan Hakim, Pembatalan Putusan,

Perzinaan anak

Anak yang melakukan jarimah dimungkinkan dikenakan ‘uqubat sebagaimana
yang telah ditetapkan, termasuk di dalamnya bagi anak yang melakukan zina. Hal
ini dikarenakan dua alasan, yaitu ganun merumuskan anak yang melakukan
pelanggaran jinayat adalah anak yang telah berumur 12 tahun dan belum
mencapai 18 tahun sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 67 Ayat (1) Qanun
Hukum Jinayat. Terdapat dua rumusan masalah dalam skripsi ini, Pertama
Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam membatalkan
putusan terhadap pelaku perzinaan anak pada perkara No 9/JN/2023/MS.Aceh.
Kedua, Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pembatalan Putusan
Tentang perzinaan anak pada perkara No 9/JN/2023/MS.Aceh. Penelitian ini
merupakan penelitian kualitatif. Data penelitian ini menggunakan data primer
yang didapatkan dalam penelitian lapangan berupa hasil wawancara dengan
responden serta informan, adapun data sekunder penelitian ini berasal dari studi
kepustakaan seperti buku teks, teori, peraturan perundang-undangan. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa, Pertama pertimbangan hakim Mahkamah
Syar’iyah Aceh dalam membatalkan amar putusan Mahkamah Syar’iyah Banda
Aceh yaitu karena ada unsur anak pada kasus tersebut dan dilakukan secara
paksaan menurut Hakim. Hakim menjatuhkan putusan pemerkosaan terhadap
terdakwa ‘ugubat ta’zir berupa penjara selama 150 bulan. Kedua, tinjauan hukum
pidana Islam terhadap pembatalan putusan tentang perzinaan anak pada perkara
No 9/JN/2023/MS.Aceh tidak bertentangan, anak yang melakukan zina tidak
dijatuhi hukuman had, melainkan ta 'dib (pembinaan) karena pemahaman mereka
tentang kejahatan masih belum sempurna. Namun, jika anak telah mencapai usia
15 tahun atau memasuki fase mumayiz, maka hukuman ta’zir dapat dijatuhkan
atas perbuatannya.
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setiap bimbingan dan mengarahkan penyusunan skripsi ini hingga selesai.
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Meskipun penulisan skripsi ini telah dilakukan, namun dengan lapang
dada penulis mengharapkan kritik dan saran baik dari segi isi maupun penulisan.
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1. Konsonan

PEDOMAN TRANSLITERASI

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan

huruf, sedangkan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian

dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di

bawah ini merupakan daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf |Nama [Huruf Latin |[Nama Huruf [Nama  [Huruf [Nama
Arab Arab Latin
I Alif tidak  [tidak a ta’ t te (dengan
dilambangkan|dilambang - titik di
kan bawah)
<« [Ba B Be s za z zet (dengan
titik di
bawah)
o Ta T Te o ‘ain ¢ koma terbalik
(di
atas)
< Sa $ es (dengan g Gain G Ge
titik di atas)
¢z [Jim J Je s Fa’ F Ef
c |H? H ha(dengan (& Qaf Q Ki
titik di
bawah)
& |Kha Kh ka dan ha <l Kaf K Ka
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> |Dpal D De J Lam El
> |zal V4 zet (dengan | Mim Em
titik di atas)
o R& R Er ] Nun En
> |Zai z Zet s Wau We
o+ [Sin S Es 3 Ha’ Ha
o Syn Sy es dan ye 3 Hamzah /Apostrof
o= [Sad S es(dengan s Ya’ Ye
titik di
bawah)
= [Dad d de (dengan
titik di bawah)
2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau

monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

A. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya

sebagai berikut:

viii




Tanda Nama Huruf Latin
fathah A
..... Kasrah |
Dhommah U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf,

transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin
g fathah dan ya’ Ai
fathah dan wau Au

Contoh:
uis: Kaifa

3. Maddah

Js : Haula

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya

berupa huruf dan tanda, yaitu

Tanda Nama Huruf Latin
¢V fathah dan alif atau ya’ A
. kasrah dan ya’ I
dhommah dan wau U

X




Contoh:
J&: gala A rama G gila Jsk : yagiilu
4. Ta’ marbutah (?)

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua: a. Ta’marbutah (¢) hidup

Ta’ marbutah (3) yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah
dan dhommabh, transliterasinya adalah t.

b. Ta’ marbutah (3) mati

Ta’ marbutah (®) yang mati atau  mendapat harkat

sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta’ marbutah (3) diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka t@’marbutah (3)

itu ditransliterasi dengan h.



Contoh:
JWhY Aag : raudah al-atfal / raudatulatfal
56l A4 gl-Madinatul Munawwarah
als: Talhah

Catatan:
Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasinya, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya
ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir,
bukan Misir; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak

ditransliterasi. Contoh: Tasawwuf, bukan Tasawuf
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BAB SATU
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Anak yang melakukan jarimah dimungkinkan dikenakan ‘uqubat
sebagaimana yang telah ditetapkan, termasuk di dalamnya bagi anak yang
melakukan zina. Hal ini dikarenakan dua alasan, yaitu ganun merumuskan anak
yang melakukan pelanggaran jinayat adalah anak yang telah berumur 12 tahun
dan belum mencapai 18 tahun sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 67 Ayat
(1) Qanun Hukum Jinayat. Karenanya bisa juga dijatuhi dengan hukuman yang
telah ditetapkan. Alasan kedua adalah karena dalam jarimah zina ada dua orang,
laki-laki dan perempuan yang atas dasar suka sama suka melakukannya.

Zina menurut figh adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan
tanpa ada ikatan yang sah, yaitu memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin
perempuan, minimal sampai batas hasyafah (kepala zakar).! Dalam Islam
perzinaan dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap
sebagai jarimah. Pendapat ini disepakati oleh ulama’, kecuali perbedaan
hukumnya menurut sebagian ulama tanpa memandang pelakunya, baik dilakukan
oleh orang yang belum menikah atau orang yang telah menikah, selama
persetubuhan tersebut berada di luar kerangka pernikahan, hal itu disebut sebagai
zina dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Juga tidak mengurangi
nilai kepidanaannya, walaupun itu dilakukan secara sukarela atau suka sama suka.
meskipun tidak ada yang merasa dirugikan, zina dipandang oleh Islam sebagai
pelanggaran seksualitas yang sangat tercela, tanpa kenal prioritas dan diharamkan

dalam segala keadaan.

1 M. Abdul Mujieb dkk., Kamus Istilah Figh, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 443.
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Berdasarkan laporan data dari Direktorat MS Aceh, dari rentang tahun
2020-2023 tercatat sebanyak 167 kasus perzinaan di Aceh, adapun kasus-kasus
yang diajukan banding sebanyak 133 kasus sampai dengan februari 2024
termasuk kasus nomor 9/JN/2023/MS.? Tidak hanya itu saja kasus pemerkosaan
di Aceh tercatat sudah mencapai 502 kasus dari tahun 2020-2023, hal tersebut
juga diungkapkan menurut MS Aceh yang peneliti lakukan kajian pada penelitian
ini.

Bagi pelaku yang melakukan zina dengan anak di Aceh kena ancam
dengan ‘uqubat hudud serta ditambahkan dengan ta’zir. Pasal 34 Qanun Hukum
Jinayat menentukan bahwa: “Setiap orang dewasa yang melakukan zina dengan
anak, selain diancam dengan ‘uqubat hudud sebagaimana dimaksud dalam Pasal
33 Ayat (1) dapat ditambah dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 100
(seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau
penjara paling lama 100 (seratus) bulan”. Sedangkan pemerkosaan diancam
dengan uqubat ta’zir. Pasal 48 Qanun Hukum Jinayat menentukan bahwa: “Setiap
Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan diancam dengan
‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling
banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu
dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus
lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh
lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.”

Salah satu perkara jarimah perzinaan yang terjadi berdasarkan laporan

direktor Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, telah terjadi jarimah perzinaan di

2 Data MS: Jumlah kasus perzinaaan di Aceh dari tahun 2020-2023, diakses melalui
https://ms-aceh.go.id/ pada Tanggal 15 Agustus 2024.

3 Data MS: Jumlah kasus pemerkosaan di Aceh dari tahun 2020-2023, diakses melalui
https://ms-aceh.go.id/ pada Tanggal 15 Agustus 2024.
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sebuah hotel di Banda Aceh pada tanggal 3 Mei tahun 2022. Dalam perkara
tersebut hakim memutuskan suatu perkara yang menuai banyak kontroversi di
kalangan Masyarakat, pada saat sidang putusan pertama yang di putuskan oleh
Hakim Mahkamah Syari’ah Banda Aceh dengan nomor 15/JN/2022/MS.Bna,
hakim menetapkan tersangka dengan kasus perzinaan atas dasar suka sama suka
akan tetapi pihak korban merasa tidak terima dengan putusan tersebut dikarenakan
korban sempat menolak ajakan pelaku sehingga pihak jaksa penuntut umum
mengajukan banding kepada Mahkamah Syari’ah Aceh untuk kembali dilakukan
pengkajian ulang terhadap perkara tersebut, setelah dilakukan persidangan
selanjutnya di Mahkamah Syari’ah Aceh, Hakim Mahkamah Syari’ah Aceh
membatalkan semua putusan yang di putuskan oleh Hakim Mahkamah Syari’ah
Banda Aceh, dan memutuskan ulang kembali kasus tersebut sehingga putusan
pada perkara tersebut berubah menjadi kasus pemerkosaan bukan lagi kasus
perzinaan, hal tersebut yang membuat banyak pertanyaan di khalayak Masyarakat
terkait perbedaan putusan oleh Hakim Mahkamah Syari’ah Banda Aceh.

Pada putusan ini pthak Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh telah menjatuhi
hukuman berupa ‘uqubat ta’zir penjara selama 150 bulan, dan juga membebankan
untuk terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00. Adapun
pertimbangan hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh sebelum memutuskan perkara
yaitu adanya putusan hakim diluar dakwaan jaksa, hakim juga menilai
bahwasanya si anak tersebut tersebut baru berumur 14 tahun dan belum mengerti
apa-apa, dan juga hakim melihat adanya trauma terhadap anak tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam
terhadap pertimbangan hakim tersebut, sehingga penulis membuat judul terhadap
skripsi ini adalah “Pertimbangan Hakim Banding Dalam Membatalkan Putusan
Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Terkait Pelaku Perzinaan Anak” (Studi Kasus
Terhadap Putusan Mahkamah Syari’yah Aceh Nomor 9/JN/2023/MS.Aceh).



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis melihat perlu
untuk dikaji lebih untuk menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam
membatalkan putusan terhadap pelaku perzinaan anak pada perkara No
9/IN/2023/MS.Aceh?

2. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap pembatalan putusan
tentang perzinaan anak pada perkara No 9/JN/2023/MS.Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis melihat tujuan dalam
penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Syar’iyah
Aceh dalam membatalkan putusan terhadap pelaku perzinaan anak pada
perkara No 9/JN/2023/MS.Aceh

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap
pembatalan putusan tentang perzinaan anak pada perkara No
9/IN/2023/MS.Aceh

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis pada jurnal, skripsi, pustaka, maupun di
google, penulis mendapatkan ada beberapa kajian yang memiliki keterkaitan
antara penelitian yang penulis kaji dengan penelitian-penelitian terdahulu,
diantaranya yaitu:

Skripsi yang berjudul perbuatan perzinaan yang dilakukan oleh anak di
bawah umur dalam perspektif hukum pidana positif dan pidana islam (Analisis
Studi Putusan Nomor 776 K/PID.SUS/2015) hasil karya dari saudari Shelly
Rosyanaya yang diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2020.

Adapun terdapat perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian yang akan peneliti



kaji yaitu pada tempat dan juga fokus penelitian ini kepada hal yang
mempertimbangkan berat dan ringannya hakim dalam memutuskan perkara
perzinaan terhadap anak dibawah umur sedangkan penulis akan meneliti alasan
pertimbangan hakim dalam memberikan putusan perzinaan kepada Pelaku
terhadap anak.*

Jurnal yang di tulis oleh Mia Amalia tahun 2018 Mahasiswa Universitas
Suryakancana Fakultas Hukum yang berjudul “Prostitusi dan Perzinaan dalam
Perspektif Hukum Islam” dalam jurnal ini dibahas tentang bagaimana upaya-
upaya dalam mengatasi perzinaan dan bagaimana sanksi terhadap zina dalam
hukum sedangkan penulis ingin mengetahui bagaimana pertimbangan hakim
dalam menjatuhkan putusan tersebut.®

Skripsi yang berjudul hukuman pelaku zina dewasa dengan anak
(Perbandingan Figh Jinayah dan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum
Jinayat) hasil karya dari saudari Ida Noverayanti yang diajukan kepada Fakultas
Syari’ah dan Hukum tahun 2017. Adapun terdapat perbedaan antara skripsi ini
dengan penelitian dan peneliti kaji yaitu pada fokus tersebut, fokus penelitian ini
lebih ke pandangan fikih Jinayah terhadap hukuman pelaku zina dewasa,
sedangkan penulis akan mengkaji tentang bagaimana putusan hakim dalam

menjatuhkan hukuman kepada pezina dewasa tersebut.®

4 Shelly Rosyanaya, Perbuatan Perzinaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah umur
Dalam Perspektif Hukum pidana Positif Dan Pidana Islam( Analisis Studi Putusan Nomor 776
K/PID.SUS/2015), (Skripsi yang diajukan kepada Jurusan hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah
dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2020).

% Mia Amalia, Prostitusi dan Perzinaan dalam Perspektif Hukum (Skripsi yang diajukan
kepada Fakultas Hukum Universitas Suryakancana tahun 2018).

6 Tda Noverayanti HUKUMAN PELAKU ZINA DEWASA DENGAN
ANAK(Perbandingan Figh Jinayah dan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat)
(Skripsi yang diajukan kepada Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
tahun 2017).
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Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Riyan Iskandar mengemukakan
bahwa anak dalam Putusan Nomor 02/JN/2018/MS.Mbo dapat dijatuhkan
hukuman jinayah sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014
tentang Hukum Jinayat. Hal ini dikarenakan anak telah berumur 16 tahun yang
dalam perspektif Qanun Hukum Jinayat dapat dimintakan pertanggungjawaban
atas perbuatannya. Alasan hakim tidak menjatuhkan ‘uqubat bagi pelaku anak
dikarenakan beberapa faktor, yaitu: anak dianggap sebagai korban; penuntut
umum tidak mengajukan dakwaan dan penuntutan terhadap pelaku anak, sehingga
hakim tidak berwenang memutuskan terhadap anak, karena tidak didakwakan
bersalah oleh jaksa penuntut umum; dan penerapan hukum acara jinayah tidak
dilaksanakan secara maksimal oleh hakim Mahkamah Syar’iyah. Adapun
perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu
terdapat pada fokus pembahasan, penulis akan berfokus pada pertimbangan hakim
banding dalam membatalkan putusan Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh
terhadap pelaku perzinaan anak.’

Artikel yang ditulis oleh Aditiya Zama, berjudul: Hukuman Cambuk Bagi
Pelaku Jarimah Zina dalam Hukum Pidana Islam: Studi Putusan Makamah
Syar’iyah Lhokseumawe Nomor 4/Jn/2018/Ms.Lsm. Pengaturan hukuman
cambuk bagi pelaku jarimah zina dalam hukum pidana Islam ialah cambuk seratus
kali berdasarkan firman Allah SWT Surat An-Nur ayat 2, sedangkan dalam Pasal
33 (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat menegaskan
bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina diancam dengan

uqubat hudud cambuk 100 kali. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan

" Mansari, Ahmad Fikri Oslami, dan Zahrul Fatahillah. “ Uqubat Terhadap Jarimah
Zina Yang Melibatkan Anak”. Jurnal Yudisial, Vol. 14, No. 3, 2021, hlm. 375 - 393



penelitian saya adalah penelitian saya lebih fokus kepada analisis pertimbangan
hakim dalam membatalkan putusan sebelumnya.®
E. Penjelasan Istilah
Agar pembaca mudah memahami isi skripsi ini, maka peneliti memberikan
penjelasan beberapa istilah dasar dalam penelitian ini, yaitu:
1. Analisis

Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2002:43)
merupakan penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dal penelaahan
bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian
yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

Menurut Komaruddin (2001:53) analisis merupakan kegiatan berpikir
untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen, hubungannya satu
sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu.
Pengertian analisis menurut Peter Salim dan Yenni Salim dalam Kamus
Bahasa Indonesia Kontemporer (2002:4) menjabarkan pengertian analisis
sebagai berikut:

a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan dan
sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat.

b. Analisis adalah penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian,
penelaahan bagian-bagian tersebut dan hubungan antar bagian untuk
mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara

keseluruhan.

8 Aditya Zama, “Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Zina Dalam Hukum Pidana
Islam ( Studi Putusan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Nomor 4/Jn/2018/Ms.Lsm )”. Jurnal
Taushiah, Vol. 10, No. 2, 2020, hlm. 130-131.



c. Analisis adalah penjabaran sesuatu hal, dan sebagainya setelah ditelaah
secara seksama.®
2. Pertimbangan Hakim
Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh
hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus
perkara. Pertimbangan hakim diagi menjadi 2 bagian yaitu:

a. Pertimbangan Yuridis, pertimbangan yuridis adalah pertimbangan
hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam
persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang
harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum,
keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-
pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis dari delik
yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan
doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah
kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman
unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus hakim, selanjutnya
dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan
terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah
dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera
kebangsaan.°

b. Pertimbangan Non-Yuridis, pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari
latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.!!

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

% https://repository.uin-suska.ac.id/ (di akses pada tanggal 15 Agustus 2024)

10 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa, (Jakarta: PT Raja Grafindo,
2003), him. 73.

1 Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Konteporer, (Bandung: PT Citra Aditya
Bakti, 2007), him. 212.
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Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam
masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan
hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi
masyarakat. Achmad Ali berpendapat bahwa dikalangan praktisi
hukum terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata
peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh
dengan muatan normatif, ditkuti lagi dengan sejumlah asas-asas
peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam
kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian
moral dan kajian ilmu hukum(normatif).*2
3. Putusan
Putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat
dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang
pengadilan.'® Putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam
memutuskan suatu perkara didalam persidangan dan memiliki kekuatan
hukum tetap berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka
putusan Hakim itu merupakan: “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena
jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum
setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya
berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan

hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara”.'*

12 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, (Jakarta:
PT Gunung Agung,1999), him. 200.

3 M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP:
Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, ed. 2, Cet. 3,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 236.

14 Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoristis dan Praktek
Peradilan, (Jawa Timur: Mandar Maju, 2010), hlm. 127.
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4. Perzinaan

Zina menurut figh adalah persetubuhan antara laki-laki dan
perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, yaitu memasukkan kelamin
laki-laki ke dalam kelamin perempuan, minimal sampai batas hasyafah
(kepala zakar).™® Persetubuhan yang diharamkan dan dianggap zina adalah
persetubuhan di dalam farji, di mana zakar di dalam farji seperti batang celak
di dalam botol celak atau seperti timba di dalam sumur. Persetubuhan dianggap
zina, minimal dengan terbenamnya hasyafah (pucuk zakar) pada farji, atau
yang sejenis hasyafah jika zakar tidak mempunyai hasyafah, dan menurut
pendapat yang kuat, zakar tidak disyaratkan ereksi.'®
5. Anak

Secara umum, anak dapat dipahami sebagai keturunan atau generasi
yang merupakan hasil dari hubungan seksual antara seorang laki-laki dan
perempuan, baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar perkawinan. Anak
merupakan bagian penting dari proses reproduksi manusia dan kelangsungan
hidup suatu keluarga atau masyarakat. Dalam konteks hukum adat,
sebagaimana yang dijelaskan oleh Soerojo Wignjodipoero dan dikutip oleh
Tholib Setiadi, anak tidak hanya dianggap sebagai penerus generasi, tetapi
juga sebagai tempat bagi orang tuanya untuk menaruh harapan dan impian.
Lebih dari itu, anak dipandang sebagai pelindung bagi orang tuanya ketika
mereka sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari naftkah atau

memenuhi kebutuhan hidup. Dengan demikian, anak memegang peranan yang

15 M. Abdul Mujieb, dkk, Kamus Istilah..., him. 443.
16 Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Kharisma Ilmu,
2007), him. 154.
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sangat penting dalam kehidupan keluarga, baik secara emosional maupun

dalam konteks tanggung jawab sosial.'’

F. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah serangkaian cara pelaksanaan penelitian yang
bertujuan mencari tanggapan atas permasalahan yang diajukan dalam rumusan
masalah. Metode menjadi suatu tahap yang mesti dijalani dalam proses pembuatan
karya ilmiah yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara sistematis yang
sudah ditentukan agar sampai suatu tujuan yang telah dirumuskan.
1. Pendekatan penelitian
Pendekatan penelitian ini memakai pendekatan penelitian normatif.
Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara
meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk meneliti
dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan
literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
2. Jenis penelitian
Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.
Penelitian kualitatif merupakan pengumpulan suatu data latar ilmiah yang
memakai metode dan tertarik secara ilmiah yang dilakukan oleh peneliti. Pada
penelitian ini penulis mengalisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang
diamati dengan menggunakan logika ilmiah.
3. Sumber data
Sumber data penelitian merupakan acuan peneliti untuk dapat
memperoleh data, misalnya keputusan pengadilan, dokumen dan narasumber.

Penelitian Kualitatif yang subjek penelitiannya putusan dapat diperoleh dari

17 Setiadi, Tholib, Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia, (Bandung: Alfabeta, 2010
), him. 173.
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arsip putusan Mahkamah Syar’iyah, sedangkan perpustakaan, toko buku,
pusat studi, pusat penelitian, bahkan internet bisa menjadi sumber data untuk
dokumen atau buku. Adapun penelitian ini peneliti mengumpul data dari cara
sebagai berikut:
a. Sumber data hukum primer
Sumber data hukum primer dibedakan menjadi dua macam yaitu

Perundang-undangan dan putusan pengadilan. Putusan Mahkamah

Syar’iyah dalam hal ini adalah putusan Nomor 15/JN/2022/M.S.BNA.

dan putusan nomor 9/JN/2023/M.S.Aceh tentang pemerkosaan

terhadap anak.
b. Sumber data hukum sekunder
Sumber data hukum sekunder adalah sumber data yang akan
menyempurnakan sumber data hukum primer. Sumber data sekunder
ialah data untuk penelitian kepustakaan yang sumber data tersebut
terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu:

I. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya
mengikat berupa Peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dipecahkan,
meliputi:

a. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

b. Pasal 180 Qanun Aceh No 7 Tahun 2013 tentang Hukum
Acara Jinayah.

c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

d. Qanun Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat

II.  Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya

menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum
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sekunder berupa buku literatur, hasil karya sarjana. Bahan-bahan
hukum sekunder meliputi:

a. Buku-buku tentang sistem peradilan Mahkamah Syar’iyah

b. Skripsi dan website-website tentang sistem peradilan
Mahkamah Syar’iyah tentang jarimah pemerkosaan.
III.  Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum sebagai pelengkap
dari keduan bahan sebelumnya, berupa:
a. Kamus hukum

b. Kamus Besar Bahasa Indonesia

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah deskripsi tentang tahap ilmiah yang
dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data. Adapun teknik pengumpulan
data yang penulis gunakan yaitu berupa studi dokumentasi, yaitu
mengumpulkan data-data yang terdapat di Mahkamah Syar’iyah Aceh berupa
Putusan Majelis Hakim (No0.9/JN/2023.MS.Aceh), peneliti juga menerapkan
teknik penelitian pustaka dimana peneliti mengumpulkan data-data melalui
cara membaca referensi buku, skripsi, berita dan jurnal ilmiah serta literatur
lainnya yang berkaitan dengan materi pembahasan seperti dokumen-dokumen
yang memuat penyelesaian perkara.
5. Teknik analisis data

Cara yang digunakan dalam menganalisis data, adalah dengan
Deskriptif Analitis atau penelitian yang menggambarkan secermat mungkin
tentang hal-hal yang diteliti,, Dalam penelitian ini penulis menggunakan
teknik analisis data berupa analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara
mengumpulkan data, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori

yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti dan penarikan
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kesimpulan terhadap putusan 9/JN/2023/M.S.Aceh sehingga dapat diketahui
apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.
6. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan ini, penulis juga menggunakan bimbingan
skripsi dengan berpedoman pada buku “Pedoman Penulisan Skripsi FSH”,
yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda
Aceh 2019

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat BAB yang memberikan gambaran
umum serta mempermudah para pembaca untuk memahami isi menyeluruh,
dimana masing-masing BAB menjelaskan tentang pembahasan—pembahasan
yang berbeda secara sistematis akan tetapi dalam konteks yang saling berkaitan
antara satu dengan yang lainnya sehingga dapat mempermudah pembaca. Dengan
demikian, penulis telah merincikan penataan yang dapat menjawab pokok — pokok
permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang berisi gambaran umum tentang
pokok permasalahan yang akan dibahas yang terdiri dari, latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan ilmiah, metode
penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas tentang landasan teori yang menguraikan teori
dasar pertimbangan, dan teori jarimah perzinaan serta teori mengenai anak di
bawah umur.

Bab tiga, menguraikan tentang analisis pertimbangan hakim banding
dalam membatalkan putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh terhadap pelaku
perzinaan anak. Gambaran awal mula kasus, putusan di Mahkamah Syar’iyah

Banda Aceh, putusan banding, dan alasan dasar pertimbangan hakim.
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Bab empat, Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran tentang penelitian

yang telah dilakukan oleh peneliti, daftar pustaka, serta lampiran-lampiran.



